Menimbang

Mengingat

BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR i0 ATAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

AR - Y

: 1.

DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat dan agar pelaksanaan program
bantuan operasional kesehatan di Kabupaten Bondowoso
Tahun 2018 dapat terlaksana lebih efektif, efisien, dan
tepat sasaran, baik dari administrasi, operasional, dan
pertanggungjawabannya, dipandang perlu melakukan
penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam
pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedoman Operasional
Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Kesehatan
di Kabupupaten Bondowoso Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomorl144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republikindonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan = Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
128/ MENKES/SK/I1/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

146/ MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan
Nasional;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/23/KTPS/013/2017 tentang Sistem Kesehatan
Provinsi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007
Nomor 3 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2016 Nomor 84);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten = Bondowoso Tahun 2017 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 78 Tahun 2017 tetang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 79);

24 Peraturan...

Paraf Koordinasi

Kepala Dinkes

Kabag.Hukum

...




Menetapkan

-4

24, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Bantuan
Operasional Kesehatan di Kabupaten Bondowoso Tahun
2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018.

Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan
Program Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten
Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya
disingkat Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas yang merupakan fasilitas pelayanan
kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif
dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

6. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya
disingkat BOK, adalah bantuan Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional
Puskesmas dalam rangka pencapaian program
kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan
promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan
masyarakat.
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7. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya
disingkat UKM, adalah kegiatan pemerintah,
masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan
meningkatkan kesejahteraan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di
masyarakat.

8. Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder, yang
selanjutnya disebut UKM Sekunder, adalah upaya
kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat
kabupaten.

9. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, yang
selanjutnya disingkat UKBM adalah salah satu wujud
nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan.

10. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembentukan modal yang bersifat
menambah aset tetap atau aset lainnya yang
memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran.

11.Dukun Bayi adalah tenaga non profisional dalam
membantu pendampingan dan rujukan ibu bersalin ke
tenaga kesehatan (bidan).

12. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN,
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Pemanfaatan Dana BOK untuk membiayai setiap
kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang
menerima alokasi dana BOK, meliputi:

a. transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan,
kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor
termasuk kader dan dukun bayi;

b. pembelian barang pakai habis antara lain;

1. alat tulis kantor (ATK);

2. perangko;

3. Bahan bakar minyak (BBM);
4. Bahan medis habis pakai.

c. perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang
menunjang kegiatan BOK bagi ASN dan Non ASN;

d.belanja...
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